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Abstrak 

Pengembangan e-government dalam pelayanan administrasi kepegawaian, yang berupa 

pengelolaan sistem infomasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan menciptakan sistem 

pelayanan yang berbasis on line. SIMPEG diresmikan sejak tahun 2013 oleh Badan Kepegawaian 

dan Mengembangan Sumber Daya Manusia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengelolaan sistem infomasi manajemen kepegawaian berbasis electronical 

goverment.   Penelitian  ini  akan  melihat  sejauh  mana  sistem informasi kepegawaian SIMPEG  

sebagai  bentuk pengembangan e-government yang  dianalisis  berdasarkan  konsep  

pengembangan e-government secara  teoritis.  Adapun  elemen  pengembangan e-government 

tersebut  meliputi e-leadership, infrastruktur jaringan informasi, pengelolaan informasi dan 

masyarakat dan Sumber Daya Manusia  (SDM). penerapan e-government yang berupa SIMPEG 

telah baik diterapkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah e-leadership, 

pengelolaan informasi serta infrastruktur jaringan informasi yang telah menyediakan seperti 

adanya server dan fitur optic yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan jaringan 

pengelolaan data kepegawaian.  

Kata Kunci: e-goverment, SIMPEG, e-leadership, infrastruktur, SDM 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat diterapkan pada pelayanan 

fasilitas kemasyarakatan yang dapat membantu 

dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada 

bidang perekonomian, sosial kemasyarakatan, 

politik, hingga kebijakan pemerintah. 

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kebijakan pemerintah ditunjukkan 

dengan Electronical Government yang 

merupakan sebuah kebijakan dimana 

pemerintah memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk melayani penduduknya 

melalui media telepon, faximile, atau e-

mail/internet (Ratnasari, et al., 2021). 

Reformasi birokrasi ditujukan untuk 

mendesain ulang birokrasi yang berada 

dilingkungan pemerintah kearah yang lebih 

baik sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini. 

Melalui reformasi birokrasi, mewujudkan 

tatakelola pemerintah yang baik, yaitu birokrasi 

yang bersih, bebas KKN, professional, efisien 

dan efektif, transparan dan akuntabel sehingga 

birokrasi pemerintahan mampu menghasilkan 

dan memberikan pelayanan publik dengan 

prima (Safriyani, 2018). 

Electronical government menawarkan 

pelayanan publik bisa diakses 24 jam, 

kapanpun, dan dari manapun pengguna berada. 

Salah satu fasilitas e-government yang telah 

dipergunakan hampir di seluruh Indonesia 

khususnnya adalah SIMPEG. Program ini 

memungkinkan kita menghimpun data tiap 

PNS, merekam perubahan yang terjadi, serta 

menyimpannya dalam satu himpunan data 

(data base). Tujuan sistem data base meliputi 

penyediaan sarana akses yang fleksibel, 
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pemeliharaan integritas data, proteksi data dari 

kerusakan, dan penggunaan yang tidak legal 

serta penyediaan sarana untuk penggunaan 

secara bersama (share). SIMPEG berdasarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 

Tahun 2000 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda 

menyebutkan bahwa SIMPEG (Sistem 

Informasi Manajemen Kepegawaian) adalah 

sistem informasi terpadu yang terdiri atas 

perangkat lunak; perangkat penyimpanan 

meliputi pusat data dan bank data serta 

perangkat komunikasi yang saling berkaitan, 

bergantung, dan saling menentukan dalam 

rangka penyediaan informasi di bidang 

kepegawaian (Djawa dan Puspasari, 2018).  

SIMPEG adalah suatu sistem informasi 

manajemen yang berfungsi untuk mengolah 

data, manajemen, dan administrasi 

kepegawaian di lingkungan Pemerintah 

Daerah. SIMPEG adalah suatu program yang 

dibuat dengan tujuan membantu pengelolaan 

informasi data kepegawaian yang valid, dan 

mutakhir. Denaya dan Djumiati (2018) 

menyatakan bahwa SIMPEG adalah sebuah 

sistem manusia dan mesin yang terpadu, untuk 

menyajikan informasi guna mendukung fungsi 

operasi, manajemen dan pengambilan 

keputusan dalam sebuah organisasi. 

Implementasi pemerintahan elektronik 

(e-government) di Indonesia dan apa yang telah 

dicapai selama ini tentunya membutuhkan 

perubahan dari kedua sisi. rencana 

implementasi dan filosofi e-government. 

Keterlambatan kemajuan e-government hanya 

akan memastikan negara ini jauh dari 

mengubah nilai-nilai, meningkatkan standar 

pelayanan publik untuk semua, dan akhirnya 

mencegah kesejahteraan masyarakat (Baeuo et 

al., 2016).  

Banyak manfaat yang dapat diperoleh 

melalui implementasi e-government, salah 

satunya yaitu dapat menangani kebutuhan 

informasi manajemen pemerintah 

meningkatkan proses administrasi dan 

memastikan akuntabilitas publik. Proses 

pengambilan keputusan yang bertahan lama, 

memadai, terstruktur dengan baik pengetahuan 

juga akan memungkinkan lembaga pemerintah 

untuk melakukan tugasnya secara efisien dan 

akurat (Witarsyah et al., 2017).  

Beberapa hambatan yang ditemui dalam 

implementasi e-government pada beberapa 

negara diantarnya adalah kekurangan 

infrastruktur teknis, modal keuangan, dan 

kapasitas administrasi publik telah membatasi 

upaya pengembangan e-government negara, 

inovasi dalam program dan teknologi akan 

membantu menyelesaikan banyak hambatan 

ini. Layanan e-government selain menawarkan 

lebih besar transparansi dengan mengubah 

fungsi pemerintahan menjadi e-government 

(Griffin & Trevorrow, 2014).  

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan sistem infomasi manajemen 

kepegawaian berbasis electronical goverment. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. digunakan untuk menyelidiki dan 

memahami sebuah masalah yang telah terjadi 

dengan mengumpulkan berbagai macam 

informasi yang kemudian diolah untuk 

mendapatkan sebuah solusi agar masalah dapat 

terselesaikan. Pendekatan ini 

merupakan strategi penelitian dimana 

didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat 

suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau 

sekelompok individu (Cresswell, 2013:20).  

Objek penelitian ini adalah 3 (tiga) 

pegawai yang terdiri dari 1 orang pegawai 

Diskominfo Kabupaten Banyuas, 1 orang 

pegawai BKD Kabupaten Banyumas dan 1 

orang dari pegawai BKPSDM Kabupaten 

Banyumas.  Fokus penelitian ini adalah 

pengembangan e-Government melalui sistem 

aplikasi kepegawaian SIMPEG.  Lokasi 

penelitian adalah OPD Kabupaten Banyumas . 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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Sedangkan untuk teknik analisis data, peneliti 

menggunakan teknik analisis studi kasus dari 

Robert K Yin (1994:9), yaitu melalui pemilihan 

tema, topic dan kasus , lalu pembacaan 

literature, kemudian dilanjutkan dengan 

perumusan fokus dan masalah penelitian, 

setelah itu melakukan pengumpulan data, 

penyempurnaan data, pengolahan data, dialog 

teoritik, dan triangulasi temuan sampai laporan 

hasil penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBEHASAN 

Aplikasi SIMPEG dibuat agar 

mempermudah para pegawai untuk memasukan 

laporan dan data, para pegawai dapat 

menginput dimana saja dan apikasi SIMPEG ini 

juga membantu pengarsipan data pegawai, 

sehingga data pegawai menjadi lebih sistematis 

dan rapi, dengan adanya aplikasi SIMPEG 

dapat memantau kinerja tiap pegawai, ini dapat 

digunakan sebagai salah satu cara pimpinan 

untuk melihat apakah seorang pegawai tersebut 

layak untuk mendapatkan promosi jabatan 

khusus, keuntungan lainnya adalah dengan 

adanya aplikasi SIMPEG Sasaran Kinerja 

Pegawai dapat dilihat dengan mudah 

selanjutnya juga ada penghematan penggunaan 

kertas, pensil, pulpen, dan papper clip dalam 

penulisan laporan dan data pegawai.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan sistem infomasi manajemen 

kepegawaian berbasis electronical goverment 

diantranya adalah:  

1. E-Leadership 

Kompleksnya pengembangan e-

government di lingkungan instansi pemerintah 

daerah diperlukan upaya pemanfaatan 

informasi dan teknologi. Hal ini selaras dengan 

yang dinyatakan oleh World Bank Group dalam 

Safriyani (2018) menyatakan bahwa e-

government merupakan sebagai upaya 

pemanfaatan informasi dan teknologi 

komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah dalam memberikan pelayanan 

publik secara lebih baik.  

Implementasi e-government 

membutuhkan kepemimpinan yang kuat di 

masing-masing institusi atau unit pemerintahan 

agar proses transformasi menuju e-government 

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Kepemimpinan dimaksud harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola Sumber daya 

Manusia (SDM) pegawai, peralatan, dan 

sumber-sumber daya yang ada disetiap institusi 

secara bersama-sama melalui berbagai peran 

kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi 

informasi untuk memecahkan permasalahan 

dan mencapai visi dan misi institusi yang telah 

ditetapkan.  

Kepemimpinan yang memiliki 

kompetensi semacam inilah yang lazim disebut 

dengan E-Leadership. Menurut Avolio et al., 

(2016) e-leadership sebagai proses pengaruh 

sosial yang dimediasi oleh teknologi informasi 

canggih untuk menghasilkan perubahan dalam 

sikap, perasaan, pemikiran, perilaku, kinerja 

dengan individu, kelompok, atau dengan 

organisasi. E-Leadership dapat terjadi pada 

tingkat hierarki apa pun dalam suatu organisasi, 

yang melibatkan interaksi melalui media 

elektronik. Seorang pemimping harus selalu 

membangun iklim sosial yang tepat melalui 

komunikasi yang berkelanjutan, dan mampu 

menyampaikan keterampilan interpersonal 

yang patut dicontoh melalui teknologi terkait. 

Tahap awal pengembangan e-leadership cukup 

jelas bahwa kepemimpinan dalam lingkungan 

yang dimediasi secara teknologi adalah sangat 

penting (Sintiya et al., 2020). 

E-Leadership merupakan berkaitan 

dengan prioritas dan inisiatif negara dalam 

mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi. Dalam hal ini berkaitan 

dengan kepemimpinan dalam memadukan 

antara teknologi informasi dan kinerja pegawai 

sehingga dapat memberikan pengambilan 

keputusan yang lebih cepat dan efektif. 

E-Leadership merupakan suatu sistem 

pola kepemimpinan yang dilakukan melalui 

integritas antara makna E-Leadership 

kepemimpinan itu sendiri dengan teknologi 
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informasi baik itu dalam konteks sistem kerja 

dalam rangka pencapaian tujuan tertentu atau 

organisasi, sehingga dalam hal ini terdapat 

perpaduan antara teknologi informasi dengan 

proses pengambilan keputusan tentang 

kepemimpinan. 

Penerapan SIMPEG yang berbasis on 

line diterapkan sejak tahun 2013 sehingga 

sampai saat ini SIMPEG terus menerus 

melakukan perbaikan. Secara umum, SIMPEG 

dapat meningkatkan kualitas SDM dengan 

penyediaan informasi yang akurat dan efisien 

sehingga pengambilan keputusan dapat secara 

objektif dilakukan. Secara strategis, aplikasi 

SIMPEG merupakan salah satu sistem yang 

bergerak dibidang kepegawaian dan mampu 

menumbuhkan pengetahuan memelihara, 

memperkaya, dan menyediakan pengetahuan 

dibidang kepegawaian kepada pihak- pihak 

yang membutuhkan sebagai basis pengambilan 

keputusan yang akurat pada saat yang tepat. 

2. Infrastruktur Jaringan Informasi 

Penerapan E-government tidak terlepas 

dari sarana dan prasarana seperti infrastruktur 

jaringan informasi yang menjadi sarana 

penyediaan jaringan Internet terutama untuk 

melakukan pengelolaan data agar kualitas 

layanan lebih baik dan cepat. Tujuan 

pengembangan E-Government salah satunya 

meningkatkan kulitas layanan pemerintah 

kepada masyarakat, terutama dalam bidng 

konsistensi (tidak pandang bulu), kecepatan 

layanan, kepastian penyelesaian layanan, dan 

kecepatan pemprosesan data. Jika dikaitkan 

dengan hasil observasi dilapangan bahwa di 

badan kepegawaian dan pengembangan sumber 

daya manusia sudah memberikan pelayanan 

yang baik terutama dalam pengelolaan 

SIMPEG yang telah dilakukan secara on line 

yang sebelumnya dilakukan secara manual. 

Pemanfaatan dan pengembangan E-

Government sangat ditentukan dengan adanya 

dukungan teknologi yang handal pada setiap 

unit kerja, seperti pengalaman penggunaan 

komputer, banyaknya komputer yang tersedia, 

ketersediaan fasilitas jaringan intranet dan 

internet, dan server (Habibullah, 2016). 

Menurut Hardiansyah (2017) 

Infrastruktur Jaringan Informasi merupakan 

aspek yang berkaitan dengan kondisi 

infrastruktur telekomunikasi serta akses, 

kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses. Jika 

dikaitkan dengan penerapan E-Government 

terutaman dalam penggunaan aplikasi SIMPEG 

pada OPD Kabupaten Banyumas ini sudah 

cukup baik. 

Infrastruktur Jaringan Informasi untuk 

membangun atau menerapkan sebuah E 

Government itu tidak bisa dilakukan hanya satu 

Organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga 

harus ada kerjasama yang dilakukan antara 

OPD lainya. Salah satu contohnya adalah 

penerapan sistem informasi manajemen 

kepegawaian yang mana yang menyediakan 

aplikasi ini adalah badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia, tetapi 

mengenai infrastruktur jaringan informasi dan 

koneksi internet di setiap OPD dikelolah oleh 

dinas komunikasi dan informatika. 

Infrastruktur jaringan informasi yang dilakukan 

oleh badan kepegawaian dan pengembangan 

sumber daya manusia sampai saat ini terus 

melakukan upaya percepatan. 

Infrastruktur jaringan informasi salah 

satunya yaitu bertujuan untuk menerapkan 

SIMPEG yang dilakukan secara on line sejak 

tahun 2013, infrastruktur jaringan informasi 

tiap tahun melakukan perbaikan. Sehingga 

semua OPD di Indonesia, kecamatan dan 

pengelolaan data kepegawaian lainnya dapat 

mengangsesnya. Sehingga infrastruktur 

jaringan informasi sudah disediakan seperti 

server besar dan fiber optic untuk mengelolah 

data-data pegawai setiap OPD di Kabupaten 

Banyumas.  

3. Pengelolaan Informasi 

Menurut Hardiansyah (2017) 

Pengelolaan Informasi merupakan aspek yang 

berkaitan dengan kualitas dan keamanan 

pengelolaan informasi, mulai dari 

pembentukan, pengolahan, penyimpanan, 
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sampai penyaluran dan distribusinya. 

Pengelolaan informasi yang dilakukan sudah 

seesuai dengan standart pelayanan dengan cara 

selalu melakukan up datting jika terdapat 

perubahan terkait dengan data-data pegawai 

sedangkan kualitas pengelolaan informasi 

dapat dilihat dari penilaian yang dilakuakan di 

website tiap OPD terdapat polling penilaian 

atas kualiatas pengelolaan informasi. Untuk itu 

terdapat transparansi penilaian yang dilakukan 

baik semua pegawai yang ada di tiap 

Kabupaten, masyarakat juga dapat 

mengaksesnya dan menilai bagaimana kualitas 

pelayanan saat pengelolaan informasi. 

Keamanan teknologi jaringan komputer 

sangan dibutuhkan oleh organisasi dalam 

membangun sistem infomasi secara terintegrasi 

karena setiap jaringan komputer memberikan 

perlindungan terhadap data. Keamanan untuk 

mengelolah informasi data kepegawaian 

terutama pengelolaan SIMPEG ini disana 

terdapat server yang sudah dikelola secara 

mandiri pada siap OPD, artinya setiap OPD 

dapat mengelola data kepegawaian jika ada 

suatu perubahan data maka dapat secara 

langsung melakukan up datting data, sehingga 

tidak menoton ke satu pihak saja.  

Berdasarkan distribusi persebaran 

pengelolaan informasi sudah berjalan dengan 

baik artinya dalam mengaplikasikan suatu 

SIMPEG tersebut sudah difasilitasi oleh badan 

atau dinas terkait serta kerjasama yang 

dilakukan oleh dinas komunikasi dan 

informatika sebagai penyedia layanan internet. 

Aplikasi SIMPEG ini dapat dilakukan dimana 

saja terutama di daerah kepulauan disana telah 

disediakan satelit oleh DISKOMINFO. Terkait 

dengan sasaran dalam pengelolaan SIMPEG 

sudah terealisasi yaitu dengan menyediakan 

suatu informasi untuk melakukan secara cepat, 

tepat, akurat. Untuk menetapkan sasaran 

pendukungnya adalah mereka yang mempunyai 

relevansi hubungan khusus dengan penyediaan 

informasi dan seluruh OPD. 

 

4. Masyarakat dan Sumber Daya manusia 

Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 

merupakan aspek ini berkaitan dengan difusi 

teknologi informasi didalam kegiatan 

masyarakat baik perorangan maupun 

organisasi, serta sejauh mana teknologi 

informasi disosialisasikan kepada seluruh 

pegawai melalui penyuluhan dan pelatihan.  

Penerapan SIMPEG ini dilakukan 

dengan berbasis on line sehingga tidak juga 

memerlukan terlalu banyak operator atau 

pengelola pegawai. Sumber daya manusia yang 

terdapat di bidang data dan infomasi melakukan 

suatu inovasi yang dilakukan dengan 

mengadakan sosialisasi tentang penerapan 

kepada para operator atau pejabat pengelolaan 

data kepegawaian pada tiap kabupaten. Salah 

satu sosialisasi yang dilakukan tentang 

informasi melalui Web portal serta acara 

rekonsilisasi. Sosialisasi rutin ini dilakukan 

biasanya 2 kali dalam setahun, tetapi jika tidak 

rutin hampir setiap hari para operator 

berkunjung dan melakukan pendampingan 

terkait dengan kesulitan saat pengelolaan 

SIMPEG ini. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan 

sistem infomasi manajemen kepegawaian 

berbasis electronical government yang ditinjau 

dari sejumlah aspek yaitu E-Leadership 

merupakan Suatu sistem pola kepemimpinan 

yang dilakukan melalui integritas antara makna 

E-Leadership atau kepemimpinan itu sendiri 

dengan teknologi informasi baik itu dalam 

konteks sistem kerja ataupun dalam konteks 

peningkatan produktivitas kerja dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu atau organisasi dan 

mengenai proses pengambilan keputusan.  

Infrastruktur jaringan informasi yang 

disediakan oleh Pemerintah sudah cukup baik, 

infrastruktur tidak terlepas dengan kerja sama 

setiap lembaga atau instansi salah satu yang 

menyediakan infrastruktur jaringan informasi 

adalah dinakomunikasi dan informatika 
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sedangkan badan kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia hanya 

menyediakan aplikasi SIMPEG saja yang akan 

di kelola oleh lembaga, kecamatan dan lain 

sebagainya untuk mengelola data pegawai di 

seluruh wilayah kabupaten. Pengelolaan 

informasi dalam penerapan SIMPEG dilakukan 

melalui up datting data, serta keamanan yang 

dilakukan selama ini sudah cukup baik yang 

disediakan server besar untuk penyimpanan 

data dan keamanan tentang pengelolaan data 

kepegawaian di tiap kabupaten. Masyarakat 

dan sumber daya manusia kaitannya dengan 

penerapan SIMPEG ini sebagai salah faktor 

keberhasilan dalam suatu organisasi, dengan 

adanya sumber daya manusia sebagai operator 

untuk menjalankan aplikasi SIMPEG. 
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